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DPRD SULBAR HARAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN 

TERUS DITINGKATKAN 

 
pojokjambi.id 

 

Dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Badan Pengelola 

Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) 

menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Sulbar. Rapat dilaksanakan pada tanggal 30 

Juni 2025, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar. 

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Sulbar, Irwan Pababari, 

didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, ST. Suraidah Suhardi, serta dihadiri anggota 

legislatif lainnya seperti Habsi Wahid. Agenda pembahasan difokuskan pada evaluasi dan 

klarifikasi teknis terhadap pelaksanaan APBD 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo, hadir langsung memimpin tim dari 

BPKPD Sulbar yang terdiri dari para pejabat eselon III, antara lain Kepala Bidang 

Anggaran dan Bina Kabupaten Murdanil, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan 

Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Daerah Muhammad, Kepala Bidang Pendapatan Daerah Nuruddin Rahman, 

serta Kepala Bidang Barang Milik Daerah A. Bisyri Noor. Hadir pula pejabat eselon IV, 

yakni Kasubid Akuntansi Keuangan Indah Mustika Sari, Kasubid Bina Kabupaten Amir 

Hamzah, dan staf teknis lainnya. 

Dalam rapat, terjadi diskusi konstruktif antara jajaran BPKPD dan para anggota 

Komisi II DPRD, yang mencakup penjabaran teknis atas pelaksanaan anggaran serta 

respon terhadap catatan strategis yang disampaikan oleh dewan. Kepala BPKPD Sulbar, 

Masriadi Nadi Atjo, dalam keterangannya menyampaikan komitmen penuh pemerintah 

daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam 

pengelolaan keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa Rapat ini bukan hanya bagian 

dari formalitas pengesahan Ranperda, tetapi juga momentum evaluasi bersama agar 
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pengelolaan keuangan daerah ke depan semakin akuntabel, efisien, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat Sulbar. Ia menambahkan bahwa terbuka terhadap setiap 

masukan dari legislatif demi penyempurnaan tata kelola yang lebih baik. 

Rapat ini menjadi bagian dari proses penting dalam siklus keuangan daerah 

Pemprov Sulbar yang memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk menjamin 

keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di Sulbar. 

 

Sumber berita: 

1. https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/07/01/dprd-sulbar-harap-transparansi-

pengelolaan-keuangan-terus-ditingkatkan/, DPRD Sulbar Harap Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Terus Ditingkatkan, 1 Juli 2025; 

2. https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/9114-evaluasi-apbd-2024-

komisi-ii-dprd-sulbar-dorong-efisiensi-dan-peningkatan-serapan-anggaran, Evaluasi 

APBD 2024: Komisi II DPRD Sulbar Dorong Efisiensi dan Peningkatan Serapan 

Anggaran, 1 Juli 2025. 

Catatan: 

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan 

Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan 

Keuangan Daerah. 

2. Berdasarkan Pasal 194 Peraturan tersebut, Kepala Daerah menyampaikan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 

dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD tersebut dibahas Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat 

persetujuan bersama. Persetujuan bersama tersebut dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 

bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, 

Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

3. Sesuai Pasal 195 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan tersebut, maka Rancangan Perda 

provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama 

DPRD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri (Menteri) paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan rancangan Perda Provinsi tentang pertanggungjawaban 

https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/07/01/dprd-sulbar-harap-transparansi-pengelolaan-keuangan-terus-ditingkatkan/
https://radarsulbar.fajar.co.id/2025/07/01/dprd-sulbar-harap-transparansi-pengelolaan-keuangan-terus-ditingkatkan/
https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/9114-evaluasi-apbd-2024-komisi-ii-dprd-sulbar-dorong-efisiensi-dan-peningkatan-serapan-anggaran
https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/9114-evaluasi-apbd-2024-komisi-ii-dprd-sulbar-dorong-efisiensi-dan-peningkatan-serapan-anggaran


 
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat/Ringga Haryo Handoko 

  3 

 

pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. Menteri 

melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut untuk menguji kesesuaian dengan 

Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan APBD, Perkada 

provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran perubahan 

APBD, dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 

Selanjutnya hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling 

lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi dan rancangan 

Perkada provinsi diterima. 

4. Berdasarkan Pasal 195 ayat (4) dan (5) Peraturan, apabila Menteri menyatakan hasil 

evaluasi rancangan Perda provinsi tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD 

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD sudah sesuai dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang 

perubahan APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi 

tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan laporan 

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur menetapkan rancangan 

Perda provinsi menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi menjadi 

Perkada provinsi. Sedangkan apabila Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan 

Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan 

Perkada provinsi tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

bertentangan dengan Perda provinsi tentang APBD, Perda provinsi tentang perubahan 

APBD, Perkada provinsi tentang penjabaran APBD, Perkada provinsi tentang 

penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan 

hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur bersama DPRD 

melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi 

diterima. 

5. Selanjutnya berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Peraturan tersebut, maka apabila hasil 

evaluasi oleh Menteri tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur 

menetapkan rancangan Perda provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD menjadi Perda provinsi dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran 

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjadi Perkada provinsi, Menteri 

mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 


